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T E N T A N G 

 

RANCANGAN PERATURAN DAERAH 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2018 

 

DISETUJUI MENJADI 

 

PERATURAN DAERAH 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2018 

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN 

 

Menimbang : a. bahwa Bupati Pesisir Selatan telah menyampaikan Nota Rancangan 

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018; 

  b. bahwa telah dilakukan pembahasan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;  

  c. bahwa untuk mewujudkan  sebagaimana dimaksud point (b) diatas perlu 

menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 

Pesisir Selatan;   

Mengingat : 1. Undang-UndangNomor 12 Tahun 1956 tentangPembentukan Daerah 

OtonomKabupatenDalamLingkunganPropinsi Sumatera Tengah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis 

Undang-UndangDrt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republim 

Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-UndangNomor 58Tahun 

1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 1958 Nomor 108, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643); 

  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara 

yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3581); 

  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

 

 



  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman 

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2016; 

  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan 

dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Reoublik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400); 

  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4438); 

  7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5049); 

  8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234); 

  9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Susunan dan Kedudukan 

Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182); 

 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

 11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan 

Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4028); 

 

 

 

 

 

 

 



 12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

90, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) 

sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan dan 

Protokoler Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 

 13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

 14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 

Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 

Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010); 

 15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4578); 

 16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan 

dan Pengawasan Peyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4593); 

 17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Lampiran Keuangan 

dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4614); 

 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, 

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman 

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016; 

 

 



 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

 21. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang 

Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 

 22. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 

Tahun 2016; 

 23. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan  Nomor 3 Tahun 2016 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir 

Selatan Tahun 2016 - 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 

Tahun 2016 Nomor 3); 

 24. Keputusan DPRD Nomor 28/DPRD-PS/2014 tentang Peraturan Tata 

Tertib DPRD Kabupaten Pesisir Selatan. 

Memperhatikan :  Hasil Pembahasan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Pesisir Selatan dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah pada 

tanggal 20 s/d 25 Nopember  2017. 

 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan  :  

KESATU : Disetujui Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018, menjadi 

Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018; 

KEDUA : Untuk menindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU 

ditetapkan dengan Persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Pesisir Selatan Dan Bupati Pesisir Selatan; 

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di    : Painan 

Pada tanggal : 27 Nopember 2017 

 

 

 

 

 

 

 

Tembusan disampaikan: 

1. Kepada Yth. Gubernur Propinsi Sumatera Barat di Padang. 

2. Kepada Yth. Bupati Pesisir Selatan. 

3. Kepada Yth. Para Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Pesisir Selatan.  

4. Kepada Yth. Para Ketua Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan. 


